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ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah In}pleméntas Pedoman Perﬂetku,Penylaran Dan Standar Program
Siaran di Radio Banua Cordfs Darit - Kabupaten Landak. Pern’iB&alahan dalam penelitian ini
mengenai porsi waktu _saran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat, ér{a potongan hargaiklan
layanan masyarakat* di Radio .Banua, Cordis tidak 'sesuai dengan aturartsPedoman perilaku
penyiaran dan_standar program Siaran’pasal 44, ayat 1, 2 dan 5. Penelitian ini ﬁertujuan untuk
mengkayji pefék&anaan Radio ‘Banua Cordis terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran®dan Standar
Program,Siaran pasal'44, ayat 1,2 dan 5 mengenai porsi waktu siaran iklan niaga dan |klanl,ayanan
masyarakat, serta;potongan harga iklan layanan masyarakat Penelitian ini menggunakan“model

penélitian deskriptif dengan teknik pengolahan data analisis Kualitatif. Penelitian ini mencakip, 4
hai standar kebijakan, sumber daya, sikap dan komunikasi. Hasil analisis data menunjukan bahwa
isikap dari pihak radio dalam mengtmplementaskan Pedoman perilaku penyiaran. dan standar
lprogram siaran pasal 44, ayat 1,2 dan,5 mengenai-porsi Waktu siaran iklan niaga maupun |klan,
layanan masyarakat, serta potongan harga iklan Fﬁyanan masyarakat melebihi dari standar yang di
tetapkan oleh pemerintah. Sumber daya yang jada baik sumber daya manusia, sarana dan modal
masih kurang dan sangat terbatas. Serta bel um a’danya komunikasi yang intensif antara radio
dengan pihak pemerintah. Kesimpulan da:lm?enek an ini adalah bahwa pihak Radio Banua Corq S

%

beﬂjm melaksanakan peraturan pemeri ‘Qédoman perilaku penyiaran dan standar
program siaran pasal 44, ayat 1,2 dan 5 ¥

Kata‘l(unq Perilaku Penyiaran, Standar S|aran 'nStandar kebijakan, sumber daya penyiaran, élkap
penyiaran, dan komunikasi. i ]
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~ ABSTRACT 7
The tltle of this research is the Implementation Of Guidelines Of Code Broadcastlng And

Sandards Of Broadcasting Program In Banua Darit Cordis Radio — Landak Regency. Problems
of this researc_:h are the portion of the commercial advertising schedule and public service
announcements, also the discount of public service announcements on benua cordis radio did not
appropiate to the rule of code broadcasting and standards broadcasting program on article 44
paragraphs 1, 2 and 5. The goal of thisresearch isto assess the implementation of Banua cordis
radio on guidelines of code broadcasting and and standards broadcasting program on article 44 ,
paragraphs 1,2 and 5 about the portion of the commercial advertising schedule and public service
announcements, also the discount of public service announcements. This research used a
descriptive research model with data processing techniques of qualitative analysis. It covers four
things. a standard policy, resources, attitudes and communication. The results of the data analysis
showed that the attitude of the parties in implementing the guidelines of code broadcasting and
broadcast standard program on Article 44 , paragraph 1,2 and 5 about the portion of the
commercial advertising schedule and public service announcements, also the discount of public
service announcements which is exceed from the standard set by the government. Existing
resour ces both of human resources, facilities and capital is till lacking and very limited . thereis
no intensive communication between radio and the government. The conclusion of this research is
the banua Cordis Radio did not implement the government regulation about the guidelines of code
broadcasting and broadcast standard program on article 44, paragraph 1,2 and 5 .

Key words: Code broadcasting, broadcast standard, police standard, resources broadcasting,
behavior broadcasting, and communication.
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A. PENDAHULUAN

Radio merupakan media massa dan
sarana yang sangat penting dalam pemba-
ngunan manusia, serta alat yang sangat cepat
dalam menyampaikan informasi baik di
Kota maupun Desa tanpa listrik sekalipun.
Di zaman modern sekarang ini
teknologi-teknologi cangih yang- dt@unakan
manusia  dalam berkgmunlkas dan
mendapatkan berita, sgr-ta hiburan. Menurut
Hovland (sebagalména yang dikutif=oleh
Miller, dalam* " bukunya,":, Comunication
Theories, Prespec‘uves Processes, and
Contextsy” hal 3),.. Cémmunicationis The
process by which= an individual % (the
co;nmumcator) transmits stimuli  (usually
verbal symbols)“to modify the behavior :of

lother individuals (communicatees)., Radio _

bisa memberikan informasi, berita, ', serta
hiburan bagi masyarakat, dan biaya untuk
rhendapatkan radio tergolong murah,
sehingga _ masyarakat mampu  untuk
mEm|I|k|nya Peranan penting radio dl}
Inaoneaa sdlain radio pemerintah, yaf
dldukung juga oleh radio swasta, diharapk:

daoa; menjalankan fungs sosia  yaittl,
sebagai alat untuk pendidikan, penerangan,

dan ia hiburan. Radio Banua Cordis
adalah % satu-satunya radio yang ada -di
Kecamafap Menyuke dan dibangun atas

dasar izin'gesmi dari Pemerintah K abupaten -

Landak. Bé{dasarkan Peraturan Kabupaten
Landak no 4 tahun 2005 tentang'1zin Tempat
Usaha, maka Bupati Landak ‘memberikan
Surat 1zin tempat®Usaha untuk Radio Banua
Cordis. Surat |zin Usahariai_bernomor: 503/
072-MYK/ PT/ Diskoperindag. Bidang dan
Usaha ini bergerak dalam  jasa
Telekomunikas Penyiaran (Radio), yang
berfrekuensi FM 106,30 MHz dan memiliki
jangkauan siaran efektif 100 km. Untuk
mengatur perilaku lembaga penyiaran baik
penyiaran radio maupun penyiran televig,
dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam
dunia penyiaran lainnya yang ada di
Indonesia, maka dibentuklah Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran
Indonesia berdasarkan amanat Undang-
undang No.32 Tahun 2002 Tentang
Penyiaran. Berdasarkan Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran
(P3SPS), pasal 44 ayat 1 gd 5, program
siaran iklan adalah sebagai berikut:
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(1) Waktu siaran iklan niaga lembaga
penyiaran swasta paling banyak
20% (dua puluh per seratus) dari
seluruh waktu siaran setiap hari.

(2) Waktu siaran iklan layanan masya-
rakat paling sedikit 10% (sepuluh
per seratus) dari siaran iklan niaga
setiap hari.

(3) “Materi siaran iklan wajib menguta-

makart “Renggunaan sumber daya

dalam negeh;

Lembaga penylaran wajib menye-

diakan slot iklan seCara cuma-cuma

sekufang-ktrangnya '50%  (lima
puluh pér seratus) dariseluruh
siaran iklan layanan masyarakat per
hari untuk iklan' layanan masyafa-

-kat yang berisi: keselamatan umum;}

* kewaspadaan pada bencana alam,

dan/atau  kesehatan+“masyarakat,

yang disampaikan oleh badan1
badan publik.

Di luar ketentuan wbagal marfa

dimaksud pada ayat (4) di atas

lembaga penyiaran wajib memberi-
kan potongan harga khusus SJ(U-

o rang-kurangnya 50% (lima putluh

per seratus) dari harga siaranfiklan
niaga dalam dot iklan lgyanan
masyarakat lainnya. '

..-

4

®)

Radio Banua Cordis merupa!‘<an radio
swasta yang sdah satu pendapatannya

berasal daii iklan, baik iklan piaga maupun

iklan ' layanan masyarakat! Dari hasil
pengamatan penulis di lapangan, iklan yang
disiarkan oleh RadioBanua Cordis melebihi
dari—aturan yang tertera pada P3SPS Pasal
44, ayat 1 dan 2 mengenai porsi waktu
siaran iklan niaga dan iklan layanan
masyarakat, begitu juga mengenai ayat 5
tentang potongan harga untuk iklan layanan
masyarakat, Radio Banua Cordis tidak
memberikan potongan harga untuk iklan
tersebut.

Dari uraian di atas, maka permasalahan
di Radio Banua Cordis adalah: (1) Harga
iklan layanan masyarakat tidak sesuai
dengan P3SPS pasal 44 ayat 5, (2) Pors
waktu siaran iklan niaga dan iklan layanaan
masyarakat di Radio Banua Cordis tidak
sesual dengan aturan P3SPS pasal 44 ayat 1
dan 2. Fokus Penelitian: Implementasi
Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar
Program Siaran (P3SPS) Pasal 44 ayat 1, 2,

2
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dan 5 tentang penyiaran iklan niaga, iklan
layanan masyarakat, dan potongan harga di
Radio Banua Cordis. Rumusan Penelitian :
Bagaimana Implementasi Pedoman Perilaku
Penyiaran Dan Standar Program Siaran
(P3SPS) khususnya Pasal 44 ayat 1, 2, dan 5

tentang penyiaran iklan niaga, iklan Iayanan_ ———

masyarakat, dan potongan harga di Badlo
Banua Cordis? Tujuan Penelitign- 1) Untuk
mengkaji  mengapa p@ak&anaan Radio
Banua Cordis tidak ,sesuai dengan aturan
P3SPS pasd 44 .&jat 5 tentang. potengan
harga iklan. L_gz)'Untuk mengkaji” mengapa
pelaksanaam® Radio Banua Cordis tidak
sesua dengan aturan P3SPS pasal 44.ayat 1
dan 2" mengenai 'porsi waktu siaran "iklan
maga dan iklan tayanan masyarakat :

PROGRAM SIARAN (P3SPS)

= .E-mn..

| Implementasi kebijakan publik adalah

teflaksana apa yang diinginkan dalam sugiil
kesepakatan yang mana kesepakat
tersebut diambil dari ketepatan formal dan

menggerakan semua  kemampuan gu:g NM

kesepakatan itu diharapkan bisa sebagai '

jalan ‘penyelesaian terhadap permasalahan
yang dihadapi, dan kesepakatan tersebut
tentunyaly diperkuat -dengan peraturan

pemermtf:\i& yang berlaku.di daerah ter%but .

sebagai ek:uan hukum yang = apabila
kebijakan 'atau kesepakatan , tersebut
dilanggar olehigrang lain atau" masyarakat
dikenakan sanksiPeraturan Pemerintah No.
50 Tahun 2005 tentahg-penyiaran berfungsi
untuk mengarahkan media agar™dapat
berperan  dalam  pembangunan  dan
menjalankan fungsinya sebaga media
massa, sehingga keberadaannya dapat
menunjang pel aksanaan pembangunan untuk
kehidupan saat ini maupun kehidupan yang
akan datang.

Menurut Edward 111 (dalam Subarsono,
2005:90) ada empat variabel yang
mempengaruhi  keberhasilan implementasi
kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, persyaratan bagi
implementasi yang efektif adalah
mereka yang melaksanakan keputusan
harus mengetahui apa yang harus
mereka lakukan, untuk itu sangat
diperlukan komunikasi yang baik dan
lancar, komunikasi harus akurat dan
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IMPLEMENTASI PEDOMAN® PERI- =
LAKUPENYIARAN DAN STANDAR —

dimengerti dengan cermat oleh para
pel aksana.

2. Sumber Daya, yang dimaksud adalah
staf yang mempunya skill memadai
untuk melaksanakan tugas-tugasnya,
informasi mengenai pelaksanaan, kebi-
jakan atau data-data yang akurat dan

- “savewenang serta fasilitas yang diperlu-
kar==.,

3. DISpOSISl Ie\dalah watak dan karak-
teristik yang dh’mllkl oleh implement-
or, seperti komitmien, kejujuran, dan
sifat demokratis. o

4. StrukturBiroKrasi, yakni adanya pro-
sedur operas yang standar (standard
foperating procedures atau SOP): bag|

i |mplementor dalam bertindak. i,_‘

Keberhaslan implementasi kebuakan.
— dipengaruhi oleh empat variabel di at as,

r=‘ karena tanpa variabel di atas kebijakan t|d
| akan berhasil dengan bak., P3SP

merupakan  kebijakan  yang dibu&t
emerintah  untuk  mengendalikan media
enyiaran Khususnya radio, agar kembali
péda fungsinya yaitu sebagai media hibdran
penerangan bagi masyarakat. Perattran
“tersebut  dimaksudkan agar  kebijakan-
kebijakan yang ada bisa berhasil' dan
berdampak positif bagi lingkungan g_eknar

Dunr (1990:80), mengatakah bahwa
“implementasi kebijakan ,,.merupakan

~upetaksanaan dan pengendalianyarah tindakan

kebijakan “ sampai  tercapai  hasilnya”.
Pengendalian yang dimaksud disini adalah
Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005
yang ng dibuat oleh pemerintah yaitu berfungsi
sebagai acuan dalam bertindak atau
melakukan sesuatu, untuk mengetahui dan
menganalisis apakah Peraturan Pemerintah
No0.50 Tahun 2005 sudah berjalan efisien
menurut  Wibawa (dalam  Diansyah,
2005:16) ada dua pendekatan dalam
melakukan analisis kebijakan atau evaluas
kebijakan tersebut yaitu:

1. Pendekatan kepatuhan, implementasi
kebijakan akan berhasil apabila para
pelaksananya mematuhi  petunjuk-pe-
tunjuk yang diberikan oleh birokras
atas yang menetapkan kebijakan ter-
sebut.

2. Pendekatan perspektif (apa yang
terjadi) apa sga yang berlangsung di
dalam (terhadap) program yang dije-
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laskan oleh pendekatan ini, karena ini
mendasar daripada asumsi bahwa im-
plementasi kebijakan melibatkan dan
dipengaruhi oleh segala macam varia-
bel dan faktor.

Pendekatan-pendekatan di
diperlukan untuk  menganalisis tsuatu
kebijakan. Dengan  melakukan™ “analisis
kebijakan, maka kebi Jakanyang di buat oleh
pemerintah akan berhasﬁ Berhasilnya suatu
kebijakan akan #Mmempengaruhi ~kinerja
publik. r

Sedangkan menurut.Van Horn dan Van
Metter" (dalam ‘Agustino, 2006:142): ada
enam variabel, yang mempengaruhl klnerja
ktebuakan publik, yaitu:
| 1. Ukuraidan Tujuan Kebijakan/Standar

dan Sasaran Kebijakan, yakni Standar
dan.sasaran kebijakan harus jelas dan
terukur sehingga dapat direalisir.
Sumberdaya, implementasi kebijakan
perlu dukungan sumberdaya b@ik}
sumberdaya manusia (human resoure-

\ 05) maupun sumberdaya non- manus
non-human resoures ). .r'.

3. arakteristik Agen Pelaksana, yang
dimaksud karakteristik agen pelaksana
adalah mencakup struktur birokrasi,
norma norma, danpola-pola hubungan
yang* terjad|
semuanya itu akan, mempengaruhl
implementasi suatu program.
Skap/KecEnderungan (disposition) 'pas
ra pel aksana(i (i mpI ementor), disposisi
implementor ini “mencakup tiga hal
yang  penting,  yakni:  respon
implementor terhadap kebijakan, yang
akan memengaruhi kemaunnya untuk
melaksanakan kebijakan. dan intensitas
disposisi implementor, yakni preferensi
nilai yang dimiliki oleh implementor.

5. Komunikasi Antar Organisasi Pelak-
sana kebijakan, dalam banyak program,
implementas  sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi dengan
instans lain.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan
Politik, variabel ini mencakup sumber
daya ekonomi lingkungan yang dapat
mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan.

i
!
\

B
l
1
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dalam _birokras, yang -

atas g

,'JI
I.J
|II

H

Variabel-variabel di atas mempengaruhi
keberhasilan kinerja kebijakan publik. Oleh
karena itu apa yang menjadi tujuan dari
kebijakan harus jelas dan terukur. Sumber
daya yang berkualitas dan memadai akan
sangat mendukung suatu kegiatan. Dalam

..melakukan suatu kegiatan diperlukan sikap

yang, baik dalam membangun komunikasi
antarorgamsaj agar kebijakan yang telah
dibuat dapat teroapaj dengan baik.

-

C. M ETOD_E PEN ELITT’A!}_I

Jenis penelitian.ini bersifat deskriptif dengan
paradigma kualitatif, karena pendliti ingin
memperoleh  gambaran yang  Dersifat
komprehensif serta mendalam mengenai
sgjauh mana implementasi- P3SPS di Radioj

_ Banua:Cordis Kabupaten Landak. |
; |
Alat yang digunakan dalam penélitian ini
adalah  wawacara  langsung dengaﬂ
pertanyaan penuntun.  Penulis sendiri
Iangsung berhadapan  dengan™  subjgk
bgnehuan baik internal radio Banua Cord1$
H‘Iaupun eksternal. 1
l.'
t’!‘

#Subjek pendlitian/informan terdiri darip: X (1)

internal radio yaitu: Pimpinan satu jorang
dan” Karyawan/Penyiar Radio Banug. 'Cordis
satu orang. (2) Eksterna radio yaitu:

- -Pembuat/ Pengawas Kebuakan'f KPID

Kalbar satu orang. #

‘Setelah 'data ‘terkumpul dilspangan, data

tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jenis
dan kelompoknya-kemudian dianalisa secara
Kualitatif, artinya pengandisaan data
berdasarkan uraian kaimat yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang
diteliti dan ditarik beberapa kesimpulan
sebagai hasil  penemuan dalam penelitian
ini.

D. IMPLEMENTASI PEDOMAN PERI-
LAKU PENYIARAN DAN STANDAR
PROGRAM SIARAN (P3SPS) DI
RADIO BANUA CORDIS KECA-
MATAN MENYUKE

1. Standar Porsi Waktu Siaran Iklan Niaga
Dan lklan Layanan Masyarakat, Serta
Potongan Harga Iklan  Layanan
Masyarakat tidak sesuai dengan P3SPS
pasal 44 ayat 1,2,d an 5
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Berdasarkan data yang diperoleh penulis di
lapangan, porsi waktu siaran iklan niaga dan
iklan layanan masyarakat sudah melebihi
porsi waktu yang ditentukan oleh pemerin-
tah dalam P3SPS, pasal 44, ayat 1 dan 2.
Demikian pula, dalam hubungan dengan

harga iklan layanan masyarakat, RBC,_HdaR'

melakukan potongan harga ,.sebagal mana
yang diatur dalam P35P§¢ pasal 44, ayat 5.
RBC menetapkan har’ga yang sama, baik
iklan  niaga | maupun iklan. layanan
masyarakat,s "gialtu Rp. 15.000,- per menit.
Hal itu_lerarti tidak~ada potongan untuk
i kI an \Jayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil  wawancara *_dengan
|Pimpinan RBC, Bapak Johanes Don' Bosco
g1engatakan bahwa,

! “Tidak adanya potongan harga iklan layanan
! masyarakat dikarenakan RBC adalah radio
h;, swasta  yang biaya operasonalriyé
"kebanyakan berasal dari iklan”. y
Dari"‘ hasil pernyataan tersebut
d|5|mpulkan bahwa RBC belum
melaksanakan P3SPS pasal 44, ayat-5
mengen?ﬂ potongan harga untuk |klan

layanan m‘?qsyarakat

Ibu Susana,’ sadah seora‘ng penyiar- RBC;

“Kami hanyay menylarkan acara yang sudah
disiapkan dan dLatur oleh managemen RBC.
Kami tidak mengetahUI tentang_porsi waktu
dan potongan harga iklan.”

Dari pernyataan penyiar di atas, peneliti
dapat menyimpulkan bahwa dalam
hubungan dengan Porsi Waktu Iklan Niaga
dan Iklan Layanan Masyarakat serta
potongan harga iklan layanan masyarakat
sesuai dengan P3SPS, pasa 44, ayat 1, 2
dan 5, tidak diketahui oleh para
penyiar/karyawan. Para karyawan hanya
melaksanakan apa yang telah diatur oleh
managemen RBC.

Data di lapangan menunjukkan bahwa
semua iklan niaga yang disiarkan adalah
produk-produk dari K-Link dan tidak
dibayar. Hal itu disebabkan oleh salah satu
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dapet!

F i

depat, dipakai oleh RBC untuk biaya

unit usaha RBC memperdagangkan produk-
produk K-Link. Dan lewat iklan niaga,
produk-produk tersebut banyak pendengar
RBC yang berminat untuk membelinya
Dengan semakin  banyaknya pembeli
produk-produk  K-Link, keuntungannya

operasio'nalny_gt

Kebijakan pemer?h‘tahL yang dituangkan
dalam | P3SPS bermaks[jdnuntuk mengatur
penyiaran 'di +Indonesia ‘agar  proses
penylaran berjalan dengan ba|k vd@n tidak
merug|kan semua pihak  yang terkait.
Kebijakan itu dimaksudkan untuk saling
menguniungkan. Seperti yang di katakan)

w==e Ol€h Kietua KPID Kalbar, Bapak Faisal, "Ir

- harus

“Peraturan atau kebijakan yang_dibuat olehi
pemerintah  bertujuan  untuke - mengatur
penyiaran, khususnya radio yang ada (di
Kalbar agar kembali kepada "UUD, yaltu
"' terbinanya watak dan jati diri bangsa y@ng
. beriman dan bertakwa, mencerdaskan
kehidupan bangsa, memajukan k&ee]ahtpraan
umum, dalam rangka membangun masdlarakat
yang—mandiri, demokratis, adill dan
sejahtera’”. )
e r

Oleh karena itu; dr harapkan sanua Radio
menaati.  peraturan yang telah
ditetapkan © oleh Pemenlr_}tah termasuk
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Progaram. Siaran™(P3SPS) mengenai siaran
iklan tersebut.

2. Sumber Daya Tidak Memadai

Dari hasil penelitian, ketersediaan sumber
daya manusia di RBC tidak memadai, baik
tenaga penyiar maupun tenaga teknisi.
Berdasarkan wawancara dengan pimpinan
RBC, Bapak Johanes Don Bosco,

“Semua tenaga penyiar RBC hanya tamatan
SMA. Selain itu, RBC tidak memiliki tenaga

reporter  yang terlatih di Iapangan. Ini
menjadi  kendda bagi RBC dalam
meningkatkan  kualitas  siaran.  Untuk

meningkatkan kualitas para penyiar, RBC
mengkursuskan mereka. Salah satu kesulitan
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yang sering dialami oleh RBC adalah tenaga-
tenaga yang telah dikursuskan seringkali
tidak betah bekerja di RBC. Karena itu,
pergantian tenaga penyiar di RBC relatif
cepat. Hal ini menyebabkan kualitas siaran
pun tidak meningkat”.

produk K-Link yang diiklankan dapat dibeli
oleh para pendengar di unit ussha RBC yang
menjua juga produk-produk K-Link.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa RBC masih sangat terbatas dalam

iy b|dang permodalan. Hal itu disebabkan oleh

Berdasarkan hasil wawancara di ata@-ﬂapat
di simpulkan bahwa kual|tqs,rsréran RBC
asulit  berkembang _lﬂafe‘na seringnya
pergantian karyawan‘rserta tidak : adanya
tenaga reporter yahg mengumpulkan berita.

'.'

Menurut, pernyataan ibu Susana &alah satu
penyr.ai' RBC.
jl
i “saya adalah“karyawan RBC yang hanya
| tamatan SMIA, rata-rata karyawan yang ada di
| sini hanyastamatan SMA. Sebelum rﬁenyiar
| saya ikut pelatihan terlebih dahulu selama =
',! bulan di radio Sonora Jakarta, akan tetapi
| tidak: semua karyawan RBC di kursuskan di

Dar'l pernyataan di atas, semua karyaw

RBC hanya tamatan SMA, dan tidak sem'ﬁa
karyaWann RBC ikut pelatihan di radio
sonorz{%,jakarta Hal ini menunjukan-bahwa
Sumber *_daya manusia.yang ada di RBC

masih *&angat kurang  dariy segr e

pendidi kanﬁya

Sumber daya 1@1-'n yang ikut “mendukung
kualitas penyiaran,_adalah sarana-sarana
penyiaran,  seperti  {OWer;— transmisi,
komputer, dan sound system, dan sarana
pendukung lainnya. Sarana-sarana ini sangat
mempengaruhi kualitas siaran radio. Dalam
hubungan sarana dan prasarana, RBC
memiliki sumberdaya yang cukup memadai.

Selain itu, sumber daya moda juga ikut
membantu perkembangan dan kemajuan se-
buah usaha. Menurut pengakuan Pimpinan
RBC Bapak Johanes Don Bosco,

“Salah satu kekurangan RBC adalah
keterbatasan modal, sehingga tidak semua
karyawan bisa di kursuskan di Sonora
Jakarta, akan tetapi untuk mengatas
kekurangan ini, RBC memperbanyak porsi
waktu siaran iklan niaga K-Link agar produk-

Y ohana Pomot

— p| nan; RBC Bapak Johanes Don Bosco, §

"# Jakarta, ada yang cuma di latih di RBC saja j j&

| =

kurang-_adanya dukungan pihak donatur,
baik lewat Tkkan niaga, dan iklan layanan
masyarakat, maupun lewat sumbangan
langsung. o

L

3. Sikap dalam Pelaksanaan "Kebijakan :
Belum Mematuhi P3SPS, pasa'l'*44 ayat
1 2dan5 .

E

5

Bérdasarkan hasil wawancarardengan pi m"'
|

|
“Produk yang diiklankan kebanyakan berasi
dari luar Kecamatan Menyuke: Para pelalip
ussha di Kecamatan Menyuke enggan
mengiklankan ~ produk  atau baréhg
‘%’ dagangannya di Radio Banua Cordis. Karena
_ht‘_ltu, jumlah iklan yang disiarkan oleh EBC
™ sangat terbatas, sementara itu biaya
operasionalnya  kebanyakan bera%],{ dari
pendapatan yang dihasilkan oIeh' siaran
iklan”. &

o - /
Dari hasil- wawancara di atas dapat

wdismpulkan ‘bahwa kebuakan yang diatur
oleh pemerintah, terutama rnengena siaran

iklan (P3SPS, pasal 44.ayat 1, 2 dan 5)
tidak _dapat—"dijalankan  sebagaimana
mustinya.

Wawancara dengan karyawan/penyiar RBC
ibu Susana,

“lklan yang banyak disiarkan di RBC adalah
produk-produk yang di jual oleh tokoh RBC
sendiri salah satunya iklan K-Link, yang
merupakan satu-satunya iklan yang tidak
berbayar hamun mendapat porsi waktu yang
lebih besar dari iklan lain. produk K-Link
mendapat porsi waktu 19,68 menit per jam
siaran dari 24,05 menit waktu siaran iklan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat
disimpulkan, porsi waktu untuk siaran iklan
niaga dan iklan layanan masyarakat di RBC
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sudah melebihi porsi waktu yang ditetapkan
oleh P3SPS, pasal 44, ayat 1 dan 2. Menjadi
suatu kejanggalan, bahwa produk yang
diiklankan masih sedikit, tetapi waktu yang
digunakan oleh RBC untuk siaran iklan
melebihi  waktu yang ditetapkan oleh
Pemerintah dalam P3SPS, yakni 20°/mdaf
seluruh waktu siaran setiap hgﬂ, Sédangkan
RBC menggunakan wak];n.;—“suaran iklan 23%
dari seluruh waktu sidfan RBC setiap hari.
Demikian juga méngenai waktu Siaran-iklan
layanan ~Masyarakat, s, RBC  hanya
menyediakan waktu 8% dari seluruh siaran
iklan Jhiaga setiap hari. Ketentuan P3SPS
paaal 44, ayat.2 menyatakan bahwa waktu
Saran iklan layanan masyarakat adalah 10%
{tlari seluruh siaran iklan niaga setiap hari.

e

- ! & |
— Dari jpernyataan ketua KPID kalbar di ataS[

R/Iengenai hargasiaran iklan per menit, RBC T

siaran, baik menyangkut isi siaran maupun
kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam
P3SPS, pasal 44, ayat 1,2 dan 5.

Menurut Ketua KPID Kaimantan Barat
bapak Faisal,

o

“Radio yalngL sudah terdaftar di KPID
Kalimantan Baratssampai saat ini berjumlah
117+ radio. Dan enai Radio Banua
Cordis kami belum mengétdgyi adanya radio
tersebut, karena memang bel urh‘a_ga data-data
mengenai Radio. Banua Cordis, nanti kami
dari pihak KPID kalbar akan mencari, tahu
imengénai  adanya Radio Banua Cofdis
' terseput”. 3

dapat dissmpulkan bahwa, Radio Banu j
Cordis belum terdaftar di KPID _Kalbar. H

rﬁenerapkan harga yang sama bagi iklan '|! |

maga maupun iklan layanan masyarakat } |1 m ini :;IS%I tsrejritflnal;aren(?anRBctzlekash agi,;";

Menurut ketentuan P3SPS, pasal 44, ayat|

harga iklan niaga dan iklan layana H malgnll?k;g gl/::ga;erj|?1dalka£:36:r§ Penanggung

masjarakat harus dibedakan. Untuk hafgas | Jaw ganp .I-"

iklang Iayanan masyarakal  harus ~ diberi “ Berdasarkan wawancara denggan pimpinan

potong‘@n harga yaitu 50% dari harga siaran ™ RBC, Bapak Johanes Don fiBosco

iklan n"aga. Harga iklan niaga di RBC mengi e . J '
L= 2 ‘El

adalah Rri. 15.000 per menit. Seharusnya,
harga iklan 1ayanan masyarakat adalah Rp.
7.500,- per fjmenit. Akan tetapi RBC
menerapkan ha‘r'gla yang sama bagi" kedua
jenis iklan tersebuf=Bengan kata lain, RBC
tidak memberi potongan harga~bagi-—iklan
layanan masyarakat.

Dari kenyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa sikap pihak managemen RBC belum
mematuhi  kebijakan pemerintah yang
tertuang dalam P3SPS, pasa 44, ayat 1, 2,
dan 5.

4, Belum adanya Komunikas Antar
Organisasi Pelaksana K ebijakan
Dari data dilapangan ditemukan bahwa

antara RBC dengan pihak pengawas yakni
KPID Ka-Bar belum terjadi komunikasi
sehingga belum ada evaluasi atau peringatan
yang konkrit untuk meningkatkan kualitas

Y ohana Pomot

Radio Banua_ Cordis memangMmasih dalam
proses’ mengurus surat-menyurat  mengenai
perizinan penyiaran, dan belum membangun
komunikasi dengan _pihak KPID, namun
~ dengan pihalelam seperti Pemerintah Landak
sudah dibangun komunikasi, sehingga RBC
diberi ijin untuk membuka tempat usaha
daam bidang Telekomunikas Penyiaran
(Radio). ljin Pemerintah Landak itu
dibuktikan dengan Surat Izin Usaha No.
503/072-MY K/PT/Diskoperindag. sdain
dengan Pemerintah Landak, RBC juga
membangun komunikasi dengan pihak radio
lain, seperti Sonora Jakarta dan Lumen 2000,
untuk kursug/pelatihan tenaga penyiar dan
operator serta bahan-bahan renungan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat
disimpulkan bahwa, pihak RBC belum
mendapat izin penyiaran dari pihak KPID
kalbar itu terbukti tidak adanya komunikasi
yang terjalin baik dari pihak RBC maupun

Il'mu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura



PublikA, Jurnal S1 IImu Administrasi Negara VVolume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http: //jurmafis.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfis puntan.co.nr

KPID kalbar. Hal tersebut disebabkan
karena RBC masih sementara mengurus
proses perizinan ke KPID kalbar.

E. KESIMPULAN

Radio merupakan salah satu media massas*"“=ug

yang menjadi sumber pengetahuan,siriform-
as dan hiburan bagi masya'(é’kat Sebagai
sdlah satu media ma_.sa, penyelenggaraan
siaran radio mendafat perhatian-dari-peme-
rintah agar sepilia pihak dapat diuntungkan.
Pemerintah’ “telah membuat aturan tentang
penyu;raﬁ yakni P3SPS. Dalam tullsan ini,
penl:ﬂls memfokuskan diri pada aturan
P8SPS pasal 44; ayat 1, 2, dan 5, tentang
.F:]aktu siaranviklan niaga dan iklan layanana
asyarakt dan potongan harga iklan layanan
Ppasyarakat:
|
Dari uraian di atas, dapat dismpulkan
bahwa implementasi kebijakan yang dibiiat
oleh pemerintah dalam hubungan denga
saran radio swasta, khususnya P3SPS pa
44, e’yat 1, 2, dan 5 belum dilaksanakan
oleh RBC.

|
|

)

Karena ?tu, penulis menyarankan agar pihak
RBC muIE'L membangun komunikasi yang -
lebih intensi"f.,_' baik dengan pihak pemerintah
di Kabupaten ‘maupun dengan Pihak KPID
Kalbar sehingga'peraturan yang dibuat oleh
pemerintah di atashépat diimplementasikan.
Komunikasi ini dimaksudkan unfuk mem:
percepat proses perijinan agar memperoleh
legalitas sebagai sebuah lembaga penyiaran
yang tunduk pada peraturan pemerintah.

Y ohana Pomot
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